BAB IV
ANALISISAKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRSBUANA MITRA
PERWIRA PURBALINGGA
A. Analisis Konstrukss Akad Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra
Perwira Purbalingga Menurut Hukum Perjanjian |slam

1. Analisis Konstruksi/susunan Perjanjian (Akad)

Dalam membuat sebuah akad, dalam Islam tidak jadiebla dengan susunan
yang ada dalam perjanjian pada umumnya. Dalam amatigis perjanjian
atau kontrak yang dibuat oleh Bank Pembiayaan Rakyariah Buana Mitra
Perwira Purbalingga ini dilihat dari standar/starktinsur-unsur kontraknya
secara normatif sudah sesuai dengan standar/studur-unsur terpenuhinya

sebuah akad. Yaitu mulai dari bab pembukaamadéri, penutup, dan

lampiran.
a. Pembukaan
1) Judul
Judul menunjukkan dan sekaligus memberikan cakuypengertian
pokok tentang hakekat isi suatu kontrak. Dilihatridsisi sub
pembukaan ini Akad Pembiayaltusyarakah' dan dilengkapi dengan
nomor perjanjiannya : No.55/064-1/10/10
2) Kepala Kontrak
Adalah kalimat surat pembukaan kontrak yang menmnikarkt
kapan dan dimana kontrak tersebut dibuat dan ditandani para
pihak. Dalam hal ini, kepala kontraknya menunjukKaahwa
perjanjian tersebut dibuat pada hari Senin tangigaktober 2010

dan bertempat di Purbalingga.
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b. Subyek akad (Para Pihak)

Merupakan penyebutan dan penjelasan mengenaitmepara pihak
yang membuat akad atau yang berkepentingan. Datdnmihpara pihak
yang berkepentingan ada dua pihak, yaitu:

1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwyang
berkedudukan di jalan MT Haryono Nomor 267 Kaliapa
Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal iniakili oleh
Aman Waliyudin, Direktur Utama bertindak untukndatas nama
mewakili PT BPRS Buana Mitra Perwira yang akta e /
Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Lembartdbieégara
Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Berita Nedrepublik
Indonesia Nomor: 7312

2) pihak nasabah adalah Pujadi Hadi Saputro, Tempeagé lahir
Purbalingga, 27 Januari 1959 Pekerjaan Swastalabebdi Desa
Sumampir Rt 06, Rw 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten
Purbalingga propinsi Jawa Tengah. Dengan persatuijistri,
Hartati yang lahir di Purbalingga 27 Maret 1961kgrgaan Swasta,
beralamat di Desa Sumampir Rt 06, Rw 01 KecamatmbRng,
Kabupaten Purbalingga propinsi Jawa Tengah.

c. Dasar diadakannya Kontrak (Clausa)
Dalam sub pembukaan yang terakhir ini terlihat batedua belah
pihak, baik shahibul maal dan mudharib
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Akta Pemahjfiasyarakah,

bahwa para pihak sepakat bahwa tujuan pembiayaaadaiah untuk
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memperoleh keuntungan dan manfaat bagi kedua mleagan usaha-
usaha yang halal dan tidak bertentangan dengamB8yar

Untuk mengembangkan usaha dalam rangka mendagatkatungan,
maka para pihak sepakat, bahwa dana keseluruhag ygmerlukan
sebesar Rp. 60.000.000,engm puluh juta rupigh dengan porsi
pembagian sebagai berikut : Nasabah sebagai pémgedaha dengan
modal keseluruhan sebesar Rp. 168.000.00&efafus enam puluh
delapan juta rupiah yang terdiri dari modal bank sebesar Rp.
60.000.000,- €nam puluh juta rupigh atau sama dengan 35,71 % dan
Nasabah sebesar Rp. 108.000.00€erdtus delapan juta rupiahatau
sama dengan 64,29%.

Jangka waktu pembiayadtusyarakahdiberikan oleh bank 9 bulan ,
terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ditandgdan kedua belah
pihak, yaitu tanggal 18 Oktober 2010 dan berakhagptanggal 18 Juli
2011 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Jidi.20

Setiap bulan nasabah harus menyerahkan bagi hasbesar Rp.
1.082.143. qatu juta delapan puluh dua ribu seratus empat puiga
rupiah) wajib dibayar pada tanggal 18 pada tiap bularsgfam jangka
9 bulan secara tunai dan atau pemindah bukuarrel@ning tabungan
nasabah.

Untuk pengelolaan usaha, maka bank memberikarakpesuh kepada
nasabah untuk menjalankan usahanya. Untuk pelaksgpembiayaan
musyarakahini, dan nasabah juga harus membuat dan menyanmpaika
kepada bank rencana pengelolaan usaha. Nasabahb@ranggung

jawab atas pengelolaan, penyimpanan, dan pemeihaisaha.
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d. Isi atau Substansi Akad
1) Klausula Definisi
Klausula definisi yang merupakan kalimat dalam &keahtrak
yang diberikan batasan arti atau maknanya agarinyanttidak
menimbulkan salah pengertian dan tidak ditafsirkain oleh para
pihak yang bersangkutan serta agar para pihak gelasgpaham benar
maksudnya. Dalam perjanjian ini klausula defingstuang dalam pasal
1 tentang ketentuan umum.
2) Klausula Obyek Akad
Klausula ini menentukan apa yang dijadikan objektiak dengan
menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang naarand)
wujud/jenisnya, letak dan luasnya, dan hal-hal f@ng menjelaskan
obyek akad tersebut secar terperinci. Klausula lolkgentrak dalam
perjanjian ini tertuang dalam pasal 2 dalam polkerdamjian.
3) Klausula Hak dan Kewajiban
Klausula ini menentukan hak dan kewajiban para kpihang
ditulis secara tegas dan jelas serta terperincisap@ yang menjadi
hak dan kewajiban masing-masing. Dalam perjanjiarklausula
hak dan kewajiban terletak pada pasal 5, pasaln79di&entang hak
dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduahhatzak.
4) Klausula Sanksi
Merupakan ketentuan yang mengatur tentang pembegaaksi
akibat pelanggaran dan atau kelalaian salah sdtak pdalam

melaksanakan perjanjian. Klausula sanksi ini teigudalam pasal 11
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yang membahas tentang kerugian termasuk di dalamagaimana
mekanisme terjadinya kerugian, pihak mana yang efeadykan
kerugian, dan lain sebagainya.

5) Klausula Spesifik

Merupakan pengaturan tentang hal-hal yang spesyhkg

dikehendaki para pihak untuk dituangkan dalam akaBalam
perjanjian ini, klausula spesifiknya tertuang papasal 3 yang
membahas tentang barang jaminan yang dijaminkam mledharin
kepada shahibul maal dengan tujuan agar mudhaegbdenanah dan
tanggung jawab dalam melaksanakan kontraknya.

6) Klausula Pemilihan Hukum dan Domisili

Merupakan penentuan atau jalan hukum yang akanlindipi
bilamana terjadi perselisihan antara para pihakarBgerjanjian ini,
hanya tertuang jika terjadi force majeure sepedndana alam,
pemberontakan, peperangan , dan atau peristiwvaykmngy bukan
dikehendaki manusia dan tidak dapat dihindari, mialkdum yang
berlaku ialah kedua pihak masing-masing akan mslkga
kewajibannya. Akan tetapi bila terjadi peristivanganemang berasal
dari manusia dan bukan karena factor alam sepersepsihan,
wanprestasi dan lain-lain, dalam perjanjian iniakiddiatur secara
terperinci.
e. Penutup

1) Pernyataan Para Pihak tentang hal-hal yang MenkbataKontrak

Merupakan pernyataan para pihak yang menyatakaangratalnya

kontrak/akad. Dalam perjanjian ini, pernyataansdbut tertuang

77



dalam pasal 16 tentang batalnya al-musyarakahanDakrjanjian itu
dijelaskan tentang bagaimana mekanisme batalnyanfian tersebut.
2) Penandatanganan Para Pihak

Yaitu pembubuhan tanda tangan para pihak yang miledakkontrak
atau perjanjian sebagai tanda bahwa keduanya tetatyetujui dan
sepakat terhadap isi akad tersebut secara kesefurddn berakibat
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yaembuatnya.
Dalam perjanjian tersebut telah ditandatangani kégtua belah pihak,
baik shahibul maal dan mudharib.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Substans Akad Pembiayaan Musyarakah di

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Meskipun perjanjian pembiayaamusyarakahantara BPRS Buana Mitra
Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro secara norrneddih sah, tetapi dalam isi Akad
Musyarakahternyat ditemukan adanya beberapa penyimpangan pringugipri
musyarakalmenurut Islam. Perjanjiamusyarakatyang tidak sesuai dengan prinsip
musyarakahmenurut islam antara lain : kedudukan para pilgdktsetara, pelunasan
hutang pada saat jatuh tempo, cara perhitunganaNidbagi Hasil, ada hak
pertanggungan atas jaminan
1. Kedudukan para pihak tidak setara

Salah satu prinsip penting yang harus diterapkaland operasional Bank

Syariah dan yang membedakan dengan Bank konvehsaaeah prinsip
kemitraan. Prinsip ini mengandung arti kesejajapemsamaan kedudukan, berat

baik dalam rangka kerjasama saling menguntunglk&msip-prinsip inilah yang
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dianjurkan syirkah sebagaimana beberapa ayat maupun hadits tentang

disyariahkanyayirkah

Dalam PerjanjianMusyarakahini tidak tercermin prinsip kemitraan atau
kesetaraan antara Bank dan Nasabah. Dalam paseubstHak dan kewajiban
para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha, naihdeberapa pasal lain
masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalan&belh nasabah. Secara
implisit kewajiban Bank adalah menyediakan sejumlah damg yhsepakati,
sedangkan kewajiban nasabah ada banyak poin, mataimelakukan usaha,
wajib mengasuransikan asset, pembayaran pajakyaddénda keterlambatan
jika dalam pembayaran angsuran pokok dan atau perdrabagi hasil melewati
tanggal yang ditentukan. Hal tersebut tidak meangg@n prinsip kemitraan
yang dijunjung tinggi oleh perbankan syariah. $lgnkemitraan tersebut
mengandung arti kesejajaran, persamaan kedudukaat $ama dipikul ringan
sama dijinjing, berbagi tanggung jawab, dan lain:laDalam pasal 9 point 1
disebutkan nasabah wajib membayar seluruh biaya g#imbulkan sehubungan
dengan perbuatan perjanjian ini, termasuk jasaisatan jasa lainnya. Bukankah
dalam fatwa DSN terkait akad musyarakah diteranddehwa biaya operasional
harus dibankan pada modal bersama .

Dalam pasal 21 huruf f Kompilasi Hukum Ekonomalsl menyebutkan pula
bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas tds\(kgaetaraan) yaitu para
pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yangraetdan mempunyai hak
dan kewajiban yang seimbang.

Disamping kewajiban-kewajiban, nasabah juga dida@ri pembatasan-
pembatasan dan pengawasan ruang gerak usahanyiai Nimpak jelas bahwa

pihak bank lah yang berkuasa sebagai pemberi parjamian nasabah sebagai
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pihak yang menerima berbagai ketentuan bank asaldapat pembiayaan.
Padahal kemitraan dan kesetaran adalah prinsipngepang harus ada dalam
akadmusyarakah Tanpa kesetaraan diantara anggota, maka sddah tidak
bisa terjadi.

2. Tidak ada penangguhan waktu saat pembayaran Hutang Jatuh Tempo

Dalam pokok perjanjian pasal 2 ayat 3 disebutkahwa Jangka waktu
pembiayaarmusyarakahdiberikan untuk 9 bulan, terhitung sejak tanggais
perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, y&itiggal 18 Oktober 2010 dan
berakhir pada tanggal 18 Juli 2011 dan selambabdamya pada tanggal 18 Juli
2011, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas p&lunasan telah lewat
waktu, nasabah belum melunasi, maka nasabah diategjgadan cidera janji. Di
pasal 9 ayat 5, ditegaskan pula apabila Nasabaimdpkembayaran angsuran
pokok dan atau pembayaran bagi hasil melewati &ngglisasi maka nasabah
akan dikenakan denda keterlambatan.

Jika demikian, bisa jadi akan mengarah Riba Jahiliyah Dalam Islam
dijelaskan bahwa riba jahiliyah adalah utang yai@yhr lebih dari pokoknya,
karena si peminjam tidak mampu membayar utangnyda paaktu yang
ditetapkan. Riba sendiri diharamkan oleh Allah SWT sebaga@ngang ada

dalam QS. Al-Bagarah: 275:

RAANO ¢ E N we S + S O=RNOOWeO

B3O GRELO W - $-2ORO S

Artinya ““Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan rif@s. Al-
Bagarah: 2753

! Zainuddin Ali, Hukum Perbankam Syariabakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 92
’Departemen Agama, ADur'an dan Terjemahny&Solo, CV. Pustaka Mantig, 1997, him. 47.
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Dalam Islam dijelaskan bahwa apabila seseorangnbebisa melunasi
hutangnya, maka akan diberikan kelonggaran/tambaheaktu untuk

melunasinya. Hal ini terkandung dalam Surat Aldraf) 280

AOeBY >O0%w0 =[0EOLORK 020 ANHAoXE 1HROSD
0 eO gl =0660L00 ¢ FoRERO
INVO B 234w <O6J0AE BXUDL0ORD+sx

EXR P &NHACOREHR D+ = €T CAED
Artinya : “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dah kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahfgabagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetatiui

Sedangkan akadusyarakahyang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira
adalah tidak memberikan penangguhan pembayarard&epsabah ketika pada
saat telah jatuh tempo, nasabah belum bisa merabeb&gi hasilnya. Apabila
saat jatuh tempo tetapi mudharib belum bisa meluhatangnya, dari pihak
BPRS akan menetapkan denda.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkanwaaldalam pelunasan
hutang dalam akachusyarakatdi BPRS Buana Mitra Perwira belum menerapkan
prinsip-prinsip syariah. Seharusnya pihak Bank tmenkan waktu beberapa hari
jika nasabah belum bisa melunasi/memberikan baggi. ha

3. Cara perhitungan Nisbah Bagi Hasll

Keuntungan adalah tambahan/imbalan yang ada Beatataal jelas ada dan
utuh. Dalam kontrak musyarakah, pembagian keuatu(grofit) harus dengan
prosentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menentjikalah keuntungan secara
pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjétid  Ketentuan bagi hasil
seharusnyd':

a. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlabntingan yang

diperoleh.

3L
ibid
* Zainuddin Ali.op.cit.h.113
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b. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yapaadkan. Apabila
usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersaméaketia belah pihak.

c. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan gb@tam jumlah
pendapatan.

Menurut kalangan mazhab hanafi dan Hanbali, ptasentersebut harus
ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentuikzaitu jumlah tetap bagi
seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran labayyadan diperoleh belum pasti.
Bagi kalangan Mazhab Syafi'i, tidak ada keperluatulkt menetapkan bagian laba
dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkamyadperbedaan antara
rasio saham dalam modal dengan rasio fatMenurut fatwa DSN MUI bahwa
keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsi@tas dasar seluruh
keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukaawdil yang ditetapkan bagi
seorang mitr4.

Sedangkan pembagian keuntungan/bagi hasil akb@syarakah yang
dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira ditetapdangan jumlah yang tetap
(flat) dan ditetapkan di awal, dan bukan dalam bentuggmase. Dengan adanya
proyeksi pendapatan yang sudah dipatok oleh baakjadikan nisbah bagi hasil
BPRS Buana Mitra Perwira mirip dengan bunga pad&Banvensional.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkanzapembagian keuntungan
akadmusyarakahyang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira tidakuai
dengan pembagian keuntungan akadsyarakahmenurut figh maupun fatwa
DSN: 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dikarenakan capgmbagian keuntungan
yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira meng@an sistem bunga yang

mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapaprosentase besarnya

> Saeed Abdullah, Menyoal Bank Syariah, Jakartaamadina,2004,h. 92
® Himpunan undang-undang dan peraturan pemerintédntg ekonomi syariah, Yogyakarta: Pustaka
Zeedny,2009,h.155
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pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan daseptase keuntungan yang
didapat dari usaha si nasabah. Besar nominalhaagi yang disetorkan anggota
kepada pihak BPRS setiap bulannya sama sehinggdaggn keuntungan
dengan sistem bunga tetap/buriga

. Ada hak pertanggungan atasjaminan

Dalam PerjanjiarMusyarakahtersebut (Pasal 3) Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah mewajibkan Nasabah (Pujadi Hadi Saputr)kumenyerahkan jaminan-
jaminan berupa tanah pekarangan yang taksiramydali atas nilai pembiayaan
yang diberikan. Aset-aset tersebut menjadi jamatas pembiayaamusyarakah
yang dilakukan.

Peristiwa cidera janji ini juga hanya dikenakantuknnasabah. Dalam
perjanjian Musyarakah antara BPRS Buana Mitra Rardéngan Pujadi, bank
membuat ketentuan bagi nasabah yang jika dilangg&a dianggap telah cidera
janji. Peristiwa yang dianggap telah cidera jagjalah sebagaiman adisebutkan
dalam Pasal 11, antara lain :

a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kew#@pada Bank sesuai
saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 8 perjanjian

b. Dokomen, surat-surat bukti kepemilikan atau hakrlga atau barang-barang
yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan peragakaebagaiamana
tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini ternyata pafau tidak benar isinya,
dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melaag@arbertentangan

dengan ketentuan dalam perjanjian ii.

c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah dlsitapengadilan atau

pihak yang berwajib.
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d. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabukiuhditdi bawah
pengampuan, dalam keadaasolvensi dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

e. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank diluprah untuk rencana
kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertafisBhnk.

f. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapumaduk dan tidak
terbatas pada melakukan penggabungan, konsilidiasiatau akuisisi dengan
pihak lain.

g. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakupangawasan
dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam EaPRalrjanjian ini.
Apabila terjadi salah satu peristiva Cidera jdejsebut, maka bank berhak

menyatakan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan teEmgudan semua jumlah

uang yang harus dibayar berdasarlkdnsyarakahyang terhutang dan semua
jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan pejami menjadi jatuh tempo
dan harus dibayar seketika. Selain itu Bank benmakakukan segala upaya
hukum untuk melakukan segala upaya hukum untuk ksateakan hak Bank
dalam perjanjian ini dan dokumen transaksi dan metg pelunasan atas
fasilitas pembiayaarMusyarakah dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh

nasabah berdasarkan dokumen transaksi dari ekgeskyssnjian jaminan.

Menurut figh klasik, tidak dibolehkan adanya jaarnindalam pembiayaan
syirkah karena dalam akaohusyarakahkedudukan para pihak adalah sebagia
mitra setia yang kedudukannya sama, keduanya sdipgycaya, anggota yang
satu bertindak mewakili anggota yang lain, dan #&&mi juga peraturan-
peraturan dibuat bersama untuk ditaati bersamah ®drena itu, tidak dikenal
adanya jaminan dalasyirkah dan jaminan hanya dikenal dalam akddard

(Hutang Piutang). Pada pembiayaansyarakahbank tidak boleh memberatkan
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nasabah dengan adanya penyertaan agunan atau narkarana pembiayaan
musyarakahini merupakan suatu bentuk kerja sama bukan meamphkitang
piutang.

Namun aturan tesebut tentu tidak bisa kita samalesngan kondisi dan situasi
sekarang. Semakin banyak orang yang belum bisgendman amanah dengan

baik. Dalam Q.S Shad:24

FITQHE GO0 XD EYANOX du
BFERIZTO®0 W 0L +DREDONE o
RO SARDE E7] X 1N ALK& O =D ¢ <
BXARCGEL—07 X AA Lo
& ORI REOCO D W@a B-U2EHNOROO

A0 o 8 < ONH 2L €O

Artinya :...Dan sesungguhnya kebanyakan dari oraramng@ yang berserikat
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada skitralgin, kecuali orang yang
beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat &kdikmereka ini...

Jadi menurut penulis, dalam kondisi sekarang adanya jaminan kiranya
perlu untuk menjamin supaya modal bisa kembali.alAgi dalam perjanjian
antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadapeatdwanprestasi, yang
dibuktikan pada putusan No:1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/MENI1V/2000
tentang pembiayaarmusyarakah disebutkan pula bahwa pada prinsipnya
pembiayaamusyarakahni tidak ada jaminan, namun untuk menghindaringda
penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah (LK&tdneminta jaminan,
sehingga setiap pelaksanaan pembiayaan tersebimajamerupakan salah satu
syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah aiarik Jaminan ini dijadikan

sebagai pengaman dana, maksudnya jaminan yang digersuhi oleh nasabah

disini untuk memastikan bahwa peminjam dalam halnasabah atau syarik

’ Departemen Agama, Aur'an dan Terjemahny&Solo, CV. Pustaka Mantig, 1997, him 735-736
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dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkareh olbank dan

meminimalkan terjadinya penyimpangan yang dilakubleh nasabah.
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